PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 1L
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jin. Soekarno Hatta No. Malili, 92981

Telp. ( 0474 ) 321495, Fax. (0474 ) 321495
Email : disdukcapil.lutim@gmail.com
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SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Satuan Kerja PPK : Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Pekerjaan : Belanja Modal Alat Kantor

Lainnya ( Pingerprint)

Nomor SPK Tanggal SPK
: 027 / 331 /SPK/Disdukcapil/2022
: 22 November 2022

< Sumber Dana : APBD

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Belanja
Modal Alat Kantor La e . ) %

Daersh innya ( Pingerprint) Keglatan Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Vaktu Pelaksanaan Pekerjaan

20 (Duapuluh) Hari Kalender mulai dari Tanggal 22 November
s.d 10 Desember 2022,

NILAI PEKERJAAN

No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total
(Rp) (Rp)
1. | Keg. Pengadaan barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
% Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
- Pingerprint 1 Unit 30.303.000.00 30.303.000.00
JUMLAH
; 30.303.000.
Ongkos Kirim 1 Unit _ 315.000.:3
R e R 30.618.000.00

Terbilang : Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapanbelas Ribu Rupiah
(Harga tersebut sudah termasuk didalamnya PPN dan PPh )

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan dalam SPK ini dilakukan sekaligus 50% dan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika Pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/500 (satu per seribu) dari nilal SPK sebelum PPN setiap hari kalender
keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK Ini, Penyedia Barang Dan Jasa berkewajiban mematuhi Standar

Ketentuan dan Syarat Umum SPK (terlampir),

Apabila pekerjaan telah selesal dilaksanakan, dana kegiatan akan ditransfer kepada :
Pihak ketiga  : PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA

No. Rekening : 120.0000535356

Bank : PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Ruko Tekstil Mangga Dua

NPWP 1 73.002.884.2-044.000

Dan Atas Nama

P LAY
DINAS KEFENDU *a\
wﬁﬂ

Untuk Dan Atas Nama
PT. TRIKREASINDQ MANDIRI SENTOSA

-~ PT! INDO
) MAN SENTOSA

HERNAWATY
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SURAT PERINTAH KERJA ( SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI,
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hokum antara Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan p:ﬂYEm:
seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Pertyidin Bertarpaie e
terhadap personilnya,

2, HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkalt langsungatau disediakan sehubungan dengan jasa yang
diberikan oleh penyedia kepada PPK, fika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesual dengan hokum yang berfaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan
tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperiukan lagi oleh penyadia. Semua

peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisl yang sama pada saatdiberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksasetiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat
mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta

menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu
selama 5 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1200 dan 1200 Kitap Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan
pemberitahuan tertulis kepada penyedia.
Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan Kahar atau bukan
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rala sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterimah oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN
Penyedia berkewajiban untuk rnelindungi, membebaskan, dan menanggung tampa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,denda, gugatan atau tuntutan
hokum, proses pemeriksaan hokum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan Klaim atas
kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, danfatau ciderah tubuh sakit atau kematian personil
penyedia, danfatau kehilangan atau kerusakan harta benda,serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan,atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN,
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, Bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum
yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dala.lm nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.
Keabsahan, Interpretasi, dan pelaksanaan SPK Inl didasarkan kepada hokum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sunggu sunggu menyelesalkan secara damai semua p?rselisihan. y-'aﬂg
timbul dari atau berhubungan SPK ini atau Interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika W|SIMH
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam

wilaya Hukum Republik Indonesla.

9. ; . .
::En:r:l:l:ak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulls serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

U SUB KONTRAK. .
10. PENGALIHAN DANI»:I:k - engalhkan dan/atay mensy pkontrakkan sebaglan atau seluruh pekerjaan . pengalihan seluruh

Penyecks dliarang tian nama penyedia, balk sebagai akibat peleburan (merger) atau

pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergan
akibat lainnya.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI. ; t n
Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntunga
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini

merupakan pelanggaran yang mendasar terhadapSPK ini.

Dikeluarkan di  : Malili
Pada Tanggal : 22 November 2022

Untuk Dan Atas Nama Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Penyedia Barang Dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA
(PPK)
(= PT.T ASINDO

) MAND NTOSA
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